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ABSTRAK:

Bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat
diperlukan pengaturan mengenai kemukimen berlandaskan sejarah dan adat
yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh Tengah;
Bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan
sendiri membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, wewenang dan
fungsi kemukimen;

Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7
Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 diubah UU
No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU
No. 12 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 4 Tahun 2003; QANUN ACEH No.
3 Tahun 2007; QANUN ACEH No. 9 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 3
Tahun 2009;

Dalam Qanun ini diatur tentang ketentuan umum; pembentukan, dan
penghapusan kemukimen; kedudukan, kewewenangan, dan fungsi
kemukimen; organisasi kemukimen; mukim; tugas dan wewenang; hak dan
kewajiban; tanggung jawab dan pelaporan; larangan; pemberhentian;
pengangkatan penjabat mukim; sekretaris mukim; musyawarah kemukimen;
harta kekayaan; kerja sama antar kemukimen dan penyelesaian perselisihan;
pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.



CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 Desember
2011.

Pada saat ganun ini berlaku, maka ganun kabupaten beserta peraturan
pelaksanaannya sepanjang yang mengatur mengenai kemukimen disesuaikan
dengan ganun ini.

Penjelasan 3 halaman.

Ketentuan pelaksanaan atas ganun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun sejak ganun ini diundangkan.



